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STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan
1. Pengertian Pemerintahan

Secara harfiah istilah pemerintah atau dalam bahasa Inggris adalah
padanan dari kata government. Sedangkan istilah pemerintahan dalam bahasa
Inggris disebut governance yang berarti “Act, fact, manner, of governing”, atau
yang biasa populer disebut sebagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau
tata kel ola pemerintahan. Gover nance merupakan suatu proses atau kegiatan, yang
merupakan serangkaian kegiatan (proses) interaks sosial politik antara
pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan
kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atau kepentingan-kepentingan
yang ada.

Menurut Ndraha (2011:36) pemerintah adalah semua badan atau
organisas yang berfungs memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan
masyarkat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah adalah proses
pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan
masyarakat.

Munaf (2016:47) mengatakan pemerintahan dalam paradigma lama
memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada
kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek
materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagal suatu proses

menata kel ola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Neagara.
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Sedangkan menurut Syafiie (2014:12) pemerintahan adalah kelompok
orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu
(eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (not to do) dalam mengoordinasikan,
memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen
dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat.
Kemudian dijelaskan |ebih lanjut bahwa tugas pelayanan |ebih menekankan upaya
mendahul ukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan
kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur |ebih menekankan kekuasaan
power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi (Kaufman dalam Thoha, 1995 :
101).

Fungs pemerintahan diringkas menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu:

1). Pemerintah mempunyai fungs primer atau fungs pelayanan (service),
sebagal provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil
termasuk layanan birokrasi.

2). Pemerintah mempunya fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan
(empowerment), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan
program pemberdayaan (Ndraha, 2011 : 85).

2. Konsep Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan daerah
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
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sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintah Daerah menurut Misdyanti dan Kartasapoetra (1993:17)
adalah Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Dengan kata lain, Pemerintah Daerah adalah pemegang kemudi dalam
pel aksanaan kegiatan pemerintahan daerah.

Penyebutan “prinsip otonomi seluas-luasnya” dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 dapat diuraikan dengan beberapa asas menjadi :
1) Desentralisas
Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
2) Dekonsentrasi
Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur
sebagal wakil pemerintah dan/atau kepadainstansi vertikal di wilayah tertentu.
3) Tugas pembantuan
Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah
provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah
kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah daerah
adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagal unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.
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Implikasi dari ketiga asas tersebut di atas dijelaskan oleh Syafiie
(2009:110) sebagai berikut :
1. Otonomi Daerah, akibat adanya desentralisasi lalu diadakan daerah
otonomi yang diberikan hak wewenang dan kewagjiban untuk mengurus
rumah tangganya sendiri.
2. Daerah Otonom, akibat adanya otonomi daerah lalu dibentuklan daerah-
daerah otonom. Daerah otonom itu sendiri berarti kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang,
dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Berdasarkan uraian di atas dapat kita ssmpulkan bahwa pemerintahan
daerah merupakan penyelenggaraan urusan yang meliputi  provins,
kabupaten/kota, dan desa dimana pemerintahan daerah mempunyai wewenang
dalam mengatur urusannya di daerah atas dasar asas desentralisasi.
3. Konsep Otonomi Daerah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:992) otonomi adalah
pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adal ah hak, wewenang, dan
kewgjiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah “Otonomi daerah
adalah hak, wewenang, dan kewagjiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

sesual dengan peraturan perundang-undangan”.
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Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah
untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya
sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku (Nurcholis,
2007:30). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah di
amandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan
Daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: “Daerah otonom,
selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspiras masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia

Contoh daerah otonom (local self-government) adalah kabupaten dan kota.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi. Dengan
digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah
tersebut menjadi daerah otonom penuh (Nurcholis, 2007:29). Dari pendapat di
atas dapat ditarik kessimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai
wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten
maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan
urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu

kepada kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya.
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4. Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluasluasnya
dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan
pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam
undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah
untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan
masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesegjahteraan rakyat (Widjaja,
2007:133).

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi
yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan
berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya
perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah (Widjaja, 2007:7-8).
Dengan demikian prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Otonomi Luas
Y ang dimaksud otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang,
hak, dan kewagjiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak
ditangani oleh pemerintah pusat sehinggaisi otonomi yang dimiliki oleh suatu
daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Di samping itu, daerah diberikan
keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam
rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian
otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat, sesuali dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.
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b. Prinsip Otonomi Nyata
Yang dimaksud prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan
kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada
dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan
karakteristik daerah masing-masing.

c. Prinsip Otonomi yang Bertanggungjawab
Yang dimaksud dengan prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah
otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan
tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah,
termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Abdullah, 2007:5).

5. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah menurut Mardiasmo
(2002:46) adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan
perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan
otonomi daerah yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik
dan kesgahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiens dan efektivitas
pengel olaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang
bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Menurut Deddy (2004:32), tujuan peletakan kewenangan dalam
penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat,
pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal
dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian pada

intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan
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masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan
memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.
6. Manajemen Pemerintahan

Manajemen memiliki peran penting dalam menggerakkan segala sumber
daya organisasi dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sebagai aat
pencapaian tujuan, organisasi itu tidak boleh tinggal diam atau statis, melainkan
harus bergerak melalui beberapa proses yang dinamakan manaemen, dengan kata
lan bahwa mangemen itu merupakan penggerak tubuh organisas untuk
mencapal tujuan yang ditentukan terebih dahulu.

Mangjemen pemerintahan adalah proses kegiatan dalam rangka
melaksanakan tatakelola atau pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh
penguasa untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Fungss mangemen pemerintahan menurut Supriyanto (2009:41), dapat
dijelaskan sebagai berikut:

1. Mangjemen pemerintahan berarti membuat keputusan-keputusan, mulai
dari perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring atau evaluasi.

2. Mangemen pemerintahan berarti menetapkan kebijakan-kebijakan
kerjasaman antara pemerintah dan masyarakat.

3. Mangiemen pemerintahan berarti melaksanakan program dan kegiatan
tahunan yang ditugaskan.

4. Mangjemen pemerintahan berarti penetapan pedoman perencanaan,
pengembangan, pengawasan dan pengendalian bidang tatakelola

pemerintahan.
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Sederhananya mangjemen pemerintahan merupakan suatu kegiatan
tatakel ola pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah.
7. Pengembangan K epariwisataan

Pengembangan pariwisata merupakan salah satu usaha untuk
mempromosikan daya tarik suatu objek wisata agar menjadi berkembang sesuai
dengan vis dan misi. Pengembangan pariwisata hendaknya tidak terlepas dari
arah pengembangan kebudayaan nasional Indonesia. Dengan kata lain,dalam
keadaan nasional itulah hendaknya terletak landasan bagi kebijakan
pengembangan pariwisata. Kementrian kebudayaan dan pariwisata Rl menyatakan
sebagal visinya bahwa pembangunan kebudayaan bangsa, meningkatkan
peradaban dan persatuan bangsa, serta meningkatkan persahabatan antarnegara.

Pengembangan pariwisata di Indonesia telah tercermin dalam rencana
strategi yang dirumuskan oleh Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata RI, yakni:
(1) meningkatkan kesgahteraan masyarakat dengan membuka kesempatan
berusaha dan lapangan pekerjaan serta pemerataan pembangunan di bidang
pariwisata; (2) mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkesinambungan
sehingga memberikan manfaat sosia-budaya, sosial ekonomi bagi masyarakat dan
daerah, serta terpeliharanya mutu lingkungan hidup; (3)meningkatkan kepuasan
wisatawan dan memperluas pangsa pasar; (4) menciptakan iklim yang kondusif
bagi pembangunan pariwisata Indonesia sebagai berdayaguna, produktif,
transparan dan bebas KKN untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada

masyarakat, dalam ingtitusi yang merupakan amanah yang
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dipertanggungjawabkan (accountable). Demikian pandangan Kementrian
K ebudayaan dan Pariwisata RI.

Soemarwoto (1993: 134) menyatakan bahwa pengembangan pariwisata
merupakan kegiatan kompleks, menyangkut wisatawan, kegiatan, sarana
prasarana, objek dan daya tarik, fasiltas penunjang, sarana lingkungan dan
sebagainya. Oleh karena itu, dalam pengembangannya harus memperhatikan
terbinanya mutu lingkungan. Tata letak peruntukan perlu dilakukan untuk
menghindari benturan antara kepentingan pariwisata dengan kepentingan
pencagaran. Melaui zonas yang bak keanekaragaman dapat terpelihara,
sehingga wisatawan atau pengunjung dapat memilih rekreasi yang baik.

Pengembangan pariwisata Indonesia harus didahului dengan pemahaman
mengenai berbagai tantangan dan hambatan yang harus dihadapi dalam
merencanakan dan melaksanakan pengembangan pariwisata Indonesia tersebuit.
Sedikitnya ada tiga tantangan yang dapat dikemukakan di sini, sebagai berikut:

Pertama, dunia pariwisata Indonesia masih selalu menghadapi tantangan
berupa tuntutan dan selera wisatawan dan investor asing di bidang
pariwisata yang tidak seiring dengan tujuan menjaga kelestarian unsur-
unsur budaya masyarakat setempat maupun ekologi atau linkungan alam
setempat.

Kedua, masih adanya kenyataan bahwa nilai-tambah ekonomi dari
pengembangan pariwisata lebih besar jatuhnya ke tangan investor asing

daripada kepada rakyat setempat.
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Ketiga, masih adanya pola pikir “searah” yang melandasi hubungan antara
pihak “tuan rumah” (pemda dan penduduk) dan pihak “tamu” (wisatawan
dan investor), padahal yang seharusnya adalah yang bersifat “timbal-balik”.
8. Konsep Wisata

Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh sorang atau
lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi
hasrat ingin mengetahui sesatu, sebagal suatu perubahan tempat tinggal sementara
seseorang di luar tempat tinggalnya karena sesuatu alasan dan bukan untuk
melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Dapat juga karena kepentingan
yang berhubungan dengan kegiatan olah raga untuk kesehatan, konvens,
keagamaan dan keperluan usaha yang lainnya (Gamal Suwantoro,2004:3).

Pariwisata dapat dibedakan berdasarkan atas objek yang dikujungi maupun
maksud wisatawan mengunjungi daerah tersebut, (Sarwono,2001)

a. Wisata budaya adalah keadaan budaya setempat merupakan objek wisata
utamanya.

b. Wisata alam adalah keindahan dan keunikan aam menjadi objek
utamanya.

c. Wisata argo adalah hal-hal yang berkaitan dengan pertanian yang menjadi
wisata utamanya.

d. Wisata wisnu adalah hewan-hewan buruan dalam hutan merupakan objek

utamanya.
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Menurut Fandeli (2001), wisata adalah perjalanan atau sebagai dari
kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk
menikmati objek dan dayatarik wisata.

Wisata memiliki karakteristik-karakteristik antaralain :

1. Bersifat sementara, bahwa dalam jangka waktu pendek pelaku wisata akan
kembali ke tempat asalnya.

2. Médlibatkan komponen-komponen wisata, misalnya sarana transportas,
akomodasi, restoran, objek wisata, toko cinderamata dan lain-lain.

3. Umumnya dilakukan dengan mengunjungi objek wisata dan atraksi wisata.

4. Memiliki tujuan tertentu yang intinya untuk mendapatkan kesenangan.

5. Tidak untuk mencari nafkah ditempat tujuan, bahkan keberadaannya dapat
memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat atau daerah yang
dikunjungi (Suyitno, 2001).

Wisata adam adalah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang
memanfaatkan potensi sumberdaya alam, baik dalam keadaan alami maupun
setelah ada usaha budidaya, sehingga memungkinkan wisatawan memperoleh
kesegaran jasmaniah dan rohaniah, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman
serta menumbuhkan inspirasi dan cinta terhadap alam (Anonymous, 1982 dalam
Saragih, 1993).

Wisata aam merupakan kegiatan rekreasi dan pariwisata yang
memanfaatkan potensi alam untuk menikmati keindahan alam baik yang masih
alami atau sudah ada usaha budidaya, agar ada daya tarik wisata ke tempat

tersebut. Wisata alam digunakan sebagai penyeimbang hidup setelah melakukan
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aktivitas yang sangat padat, dan suasana keramean kota. Sehingga dengan
melakukan wisata alam tubuh dan pikiran kita menjadi segar kembali dan bisa
bekerja dengan lebih kreatif lagi karena dengan wisata alam memungkinkan kita
memperoleh kesenangan jasmani dan rohani. Dalam melakukan wisata alam kita
harus melestarikan area yang masih alami, memberi manfaat secara ekonomi dan
mempertahankan keutuhan budaya masyarakat setempat sehinga bias menjadi
Desa wisata, agar desa tersebut memiliki potensi wisata yang dilengkapi dengan
fasilitas pendukung seperti alat transportasi atau penginapan (anonimous).
Menurut James J. Spillane (1994: 63-72) suatu obyek wisata atau

destination, harus meliputi lima unsur yang penting agar wisatawan dapat merasa
puas dalam menikmati perjalanannya, maka obyek wisata harus melipuiti :
1. Attractions

Merupakan pusat dari industri pariwisata. Menurut pengertiannya attractions

mampu menarik wisatawan yang ingin mengunjunginya. Motivasi wisatawan

untuk mengunjungi suatu tempat tujuan adalah untuk memenuhi atau

memuaskan beberapa kebutuhan atau permintaan. Biasanya mereka tertarik

pada suatu lokasi karena ciri- ciri khas tertentu. Ciri-ciri khas yang menarik

wisatawan adalah :

a) Keindahan alam

b) Iklim dan cuaca

c) Kebudayaan

d) Sgjarah

e) Ethnicity-sifat kesukuan
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f) Accessibility-kemampuan atau kemudahan berjalan atau ketempat tertentu.
. Facility
Fasilitas cenderung berorientasi pada attractions disuatu lokasi karena fasilitas
harus dekat dengan pasarnya. Fasilitas cenderung mendukung bukan
mendorong pertumbuhan dan cenderung berkembang pada saat yang sama atau
sesudah attractions berkembang. Suatu attractions juga dapat merupakan
fasilitas. Jumlah dan jenis fasilitas tergantung kebutuhan wisatawan. Seperti
fasilitas harus cocok dengan kualitas dan harga penginapan, makanan, dan
minuman yang juga cocok dengan kemampuan membayar dari wisatawan yang
mengunjungi tempat tersebut.
. Infrastructure
Attractions dan fasilitas tidak dapat tercapai dengan mudah kalau belum ada
infrastruktur dasar. Infrastruktur termasuk semua konstruksi di bawah dan di
atas tanah dan suatu wilayah atau daerah. Yang termasuk infrastruktur penting
dalam pariwisata adalah :
a) Sistem pengairan/air
Kualitas air yang cukup sangat esensial atau sangat diperlukan. Seperti
penginapan membutuhkan 350 sampai 400 galon air per kamar per hari.
b) Sumber listrik dan energi
Suatu pertimbangan yang penting adalah penawar tenaga energi yang
tersedia pada jam pemakaian yang paling tinggi atau jam puncak (peak
hours). Ini diperlukan supaya pelayanan yang ditawarkan terus menerus.

c) Jaringan komunikasi
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Walaupun banyak wisatawan ingin melarikan diri dari situasi biasa yang
penuh dengan ketegangan, sebagian masih membutuhkan jasa-jasa telepon
dan/atau telgram yang tersedia.

d) Sistem pembuangan kotoran/pembuangan air
Kebutuhan air untuk pembuangan kotoran memerlukan Kira-kira 90 % dari
permintaan akan air. Jaringan saluran harus didesain berdasarkan
permintaan puncak atau permintaan maksimal.

e) Jasa-jasa kesehatan
Jasa kesehatan yang tersedia akan tergantung pada jumlah tamu yang
diharapkan, umumnya, jenis kegiatan yang dilakukan atau faktor-faktor
geografis lokal.

f) Jaan-jalan/jalan raya

Ada beberapa cara membuat jalan raya lebih menarik bagi wisatawan :

=

. Menyediakan pemandangan yang luas dari alam semesta

N

. Membuat jalan yang naik turun untuk variasi pemandangan

3. Mengembangkan tempat dengan pemandangan yang indah

N

. Membuat jalan raya dengan dua arah yang terpisah tetapi sesuai dengan

keadaan tanah

ol

. Memilih pohon yang tidak terlalu Iebat supaya masih ada pemandangan
yang indah.
4. Transportation
Ada beberapa usul mengenai pengangkutan dan fasilitas yang dapat menjadi

semacam pedoman termasuk :
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a) Informasi lengkap tentang fasilitas, lokas terminal, dan pelayanan
pengangkutan lokal ditempat tujuan harus tersedia untuk semua penumpang
sebelum berangkat dari daerah asal.

b) Sistem keamanan harus disediakan di terminal untuk mencegah kriminalitas.

C) Suatu sistem standar atau seragam untuk tanda-tanda lalu lintas dan simbol-
simbol harus dikembangkan dan dipasang di semua bandara udara.

d) Sistem informas harus menyediakan data tentang informas pelayanan
pengangkutan lain yang dapat dihubungi diterminal termasuk jadwal dan
tarif.

e) Informas terbaru dan sedang berlaku, baik jadwal keberangkatan atau
kedatangan harus tersedia di papan pengumuman, lisan atau telepon.

f) Tenagakerja untuk membantu para penumpang.

g) Informas lengkap tentang lokasi, tarif, jadwal, dan rute dan pelayanan
pengangkutan lokal.

h) Peta kota harus tersedia bagi penumpang.

5. Hospitality (keramahtamahan)

Wisatawan yang sedang berada dalam lingkungan yang belum mereka kenal

maka kepastian akan jaminan keamanan sangat penting, khususnya wisatawan

asing.

B. Kerangka Pikiran
Pengembangan wisata adam merupakan suatu langkah yang harus
ditempuh untuk memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat dan daerah

dengan memanfaatkan alam yang dimiliki untuk dijadikan distinasi wisata yang
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menyenangkan bagi pengunjung. Wisata alam di Kabupaten Kampar merupakan
salah satu potensi wisata yang layak diperkenalkan bagi wisatawan yang akan
melakukan kegiatan wisata ke Kabupaten Kampar salah satunya adalah wisata
alam.
Adapun kerangka pemikiran tersebut dijelaskan melalui diagram di bawah
ini:
KERANGKA PIKIRAN

Pengembangan Objek Wisata Alam Oleh Dinas Pariwisata Dan K ebudayaan
Kabupaten Kampar

Wisata Alam

A 4
Pengembangan Objek Wisata
Alam

\4

1. Attractions

2. Facility

3. Infrastructure

4. Transportation

5. Hospitality
(keramahtamahan)
(Spillane 1994: 63-72)

Terlaksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana

C. Konsep Operasional
Guna menghindari dari kekeliruan dalam penggunaan istilah di dalam

penulisan ini, maka berikut ini penulis akan menuangkan konsep-konsep yang
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telah dipaparkan sebelumnya dalam bentuk nyata secara operasionalnya tentang

hasil kajian sebagai berikut:

a

Pelaksanaan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tugas dan fungsi
pemerintah Kabupaten Kampar dalam mengembangkan wisata alam.
Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi
kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, dalam penelitian ini
diwakili Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.
Pengembangan adalah pembangunan objek wisata alam untuk dijadikan
destinasi wisata sebagai tempat kunjungan masyarakat menikmati suasana
alam yang ada.
Wisata Alam adalah obyek dan daya tarik bersumber pada alam, seperti air
terjun, sungai, gunung, pemandangan alam dan sebagainya.
Adapun indikator yang diteliti sesuai dengan pokok permasalahan mengenai
pengembangan wisataalam ini adalah :
1. Attractions
Atraksi dalam penelitian ini merupakan pusat wisata yang dikembangkan
yakni wisata alam berupa keindahan alam.
2. Facility
Suatu attractions juga dapat merupakan fasilitas. Jumlah dan jenis fasilitas
tergantung kebutuhan wisatawan. Seperti fasilitas harus cocok dengan
kualitas dan harga penginapan, makanan, dan minuman yang juga cocok
dengan kemampuan membayar dari wisatawan yang mengunjungi tempat

tersebut.
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3. Infrastructure

Attractions dan fasilitas tidak dapat tercapai dengan mudah kalau belum
ada infrastruktur dasar. Infrastruktur termasuk semua konstruksi di bawah
dan di atas tanah dan suatu wilayah atau daerah. Yang termasuk
infrastruktur penting dalam pariwisata adalah : Sumber listrik dan energi,
Jaringan komunikasi, Jasa-jasa kesehatan, dan Jalan-jalan/jalan raya

. Transportation

Transportasi dalam penelitian ini meliputi informasi lengkap tentang
fasilitas, dan peta wisata harus tersedia bagi penumpang.

. Hospitality (keramahtamahan)

Wisatawan yang sedang berada dalam lingkungan yang belum mereka
kenal maka kepastian akan jaminan keamanan sangat penting, khususnya

wisatawan asing.

D. Operasionalisas Variabel

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian diopersionalkan sebagai

berikut:
Tabel 11.1 Operasional Variabel Tentang Pengembangan Objek Wisata Alam
Oleh Dinas Pariwisata Dan K ebudayaan K abupaten Kampar
Konsep Variabel Indikator Sub indikator Pengukuran
1 2 3 4 5
Mangjemen | Mengembang | 1. Attractions a). Penetapan obje wisata Nominal
pemerintaha | kan Wisata alam potensial
n berarti | Alam b) Perencanaan
penetapan pengembangan wisata
pedoman b). Pelaksanaan
perencanaan pengembangan wisata
alam
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1 3 4 5
pengemban 2. Facility a). Adanyatempat Nominal
gan, akomodasi
pengawasan (makan/minum)
dan b). Pembangunan sarana
pengendalia dan prasarana
n bidang pendukung (kamar
tatakelola mandi, parkir)
pemerintaha
n. 3. Infrastructure | @) Aksesjalan Nominal
Supriyanto b) Adanyalistrik
(2009:41), c) Adanyajaringan

komunikasi
d) Akseskesehatan
4 a) Adanya penunjuk jalan Nominal
Transportatio | b) Adanyapetalokasi
n
5. Hospitality | a Pengelolayang ramah Nominal
(keramahtama | b) Pengeolayang
han) bertanggungjawab

E. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran menggunakan skala yaitu mengubah fakta-fakta
kualitatif (attribut) menjadi suatu urutan kuantitatif (variabel). Skala yang
digunakan adalah Skala Likert, dengan mengajukan item pertanyaan yang terdiri
dari tigajawaban yaitu a, b dan c.
1. Pengukuran Variabel Pendlitian
Terlaksana : Apabila keseluruhan indikator dari Pengembangan Objek
Wisata Alam Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Kabupaten Kampar dilaksanakan.
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Kurang terlaksana : Apabila 2-3 indikator dari Pengembangan Objek Wisata
Alam Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten
Kampar dilaksanakan.
Tidak terlaksana : Apabila keseluruhan dari indikator Pengembangan Objek
Wisata Alam Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Kabupaten Kampar hanya dilaksanakan satu bahkan tidak
dilaksanakan dengan baik.
2. Pengukuran Indikator Penelitian
a. Attractions, pengukurannya adal ah:
Terlaksana : Apabilakriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator
pada operasional variabel terlaksana> 67%.
Kurang terlaksana : Apabilakriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator
pada operasional variabel terlaksana 34 — 66%.
Tidak terlaksana : Apabilakriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator
pada operasional variabel terlaksana < 33%.
b. Facility, pengukurannya adalah:
Terlaksana . Apabilakriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator
pada operasional variabel terlaksana> 67%.
Kurang terlaksana : Apabilakriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator
pada operasional variabel terlaksana 34 — 66%.
Tidak terlaksana : Apabilakriteria yang telah ditetapkan sebagal indikator

pada operasional variabel terlaksana < 33%.
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c. Infrastuktur, pengukurannya adalah:

Terlaksana

Kurang terlaksana

Tidak terlaksana

: Apabilakriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator
pada operasional variabel terlaksana> 67%.

: Apabilakriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator
pada operasional variabel terlaksana 34 — 66%.

: Apabilakriteria yang tel ah ditetapkan sebagai indikator

pada operasional variabel terlaksana < 33%.

d. Transportasi, pengukurannya adal ah:

Terlaksana

Kurang terlaksana

Tidak terlaksana

: Apabilakriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator
pada operasional variabel terlaksana> 67%.

: Apabilakriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator
pada operasional variabel terlaksana 34 — 66%.

: Apabilakriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator

pada operasional variabel terlaksana < 33%.

e. Hospitality, pengukurannya adal ah:

Terlaksana

Kurang terlaksana

Tidak terlaksana

: Apabilakriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator

pada operasional variabel terlaksana> 67%.

. Apabilakriteria yang telah ditetapkan sebagal indikator

pada operasional variabel terlaksana 34 — 66%.

. Apabilakriteria yang telah ditetapkan sebagal indikator

pada operasional variabel terlaksana < 33%.



